PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 88 TAHUN
2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Menimbang : a.

Mengingat

b.

o 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015, dalam hal pemerintah daerah
mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan
pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran
sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun
belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2015 dengan cara
melakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Banten Nomor 88 Tahun 2014 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4938);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana  telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4485);



14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;



Menetapkan :

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten
Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Banten Nomor 2 Seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2007
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten
(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 7);

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 (Lembaran
Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 12);

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2014
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun
2014 Nomor 8);

Peraturan Gubernur Banten Nomor 88 Tahun 2014
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi
Banten Tahun 2014 Nomor 88);

Peraturan Gubernur Banten Nomor 89 Tahun 2014
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015
(Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 89).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 88 TAHUN 2014
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.



Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2015 dengan rincian sebagai berikut :

1.

Pendapatan Daerah
a. Semula
b. Bertambah

Jumlah Pendapatan setelah perubahan

Belanja Daerah
a. Semula
b. Bertambah
Jumlah Belanja setelah perubahan
Defisit setelah perubahan
Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Pembiayaan
1) Semula
2) Bertambah
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
setelah perubahan
b. Pengeluaran Pembiayaan
1) Semula
2) Bertambah
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
setelah Perubahan
Jumlah Pembiayaan Netto
setelah perubahan
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Tahun Berkenaan

Pasal 2

Rp 7.644.633.698.000,00
Rp 0,00

Rp 7.644.633.698.000,00

Rp 8.947.633.698.000,00
Rp 203.863.397.038,00

Rp 9.151.497.095.038.00
Rp (1.506.863.397.038,00)

Rp 1.325.000.000.000,00
Rp 203.863.397.038,00

Rp 1.528.863.397.038,00

Rp 22.000.000.000,00
Rp ,00

Rp 22.000.000.000,00

Rp 1.506.863.397.038,00

Rp 0,00

(1) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2015 sebagaimana dimaksud pada Pasal (1), dituangkan dalam

Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2015 tercantum dalam Lampiran I Peraturan

Gubernur ini.

(2) Ringkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara terinci

dituangkan dalam Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 tercantum dalam Lampiran II

Peraturan Gubernur ini.



(3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2), dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 4
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 26 Januari 2014

PIt. GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO
Diundangkan di Serang
pada tanggal 26 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

KURDI
BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2015 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SAMSIR, SH. M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008



